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ABSTRAK

N Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Aparatur
Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan™. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penerapan
kebijakan sistem kerja normal baru dengan penerapan protokol kesehatan di
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan
George Edward 111 yang menyatakan untuk melihat suatu implementasi kebijakan
terdapat empat faktor yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur
Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan tidak mematuhi surat edaran. Hal ini dipengaruhi oleh
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk implementasi kebijakan
sistem kerja aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru di badan pendapatan
daerah provinsi Sumatera Selatan yang efektif, disarankan untuk menegakkan
disiplin yang tinggi, melakukan pengecekan protokol kesehatan secara tegas dan
penegakan sanksi yang kuat.

Kata kunci: COVID-19, Implementasi, Adaptasi Normal Baru, Protokol
Kesehatan, Provinsi Sumatera Selatan.
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ABSTRACT

. This is a research with the title of “Implementation of the Work System
Policy of State Civil Apparatus in New Normal Order in the Regional Revenue
4gc'ncy of South Sumatra Province". This study aimed to determine the
implementation of the new normal work system policy with the application of
{1‘ealrh protocols in the Regional Revenue Agency of South Sumatra Province.
This study used a qualitative descriptive method using the George Edward Ill's
theory of policy implementation which stated that in order to take a look at a
polify implementation, there are four factors that are need to keep in mind, such
as Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The result
of this study indicated that the Regional Revenue Agency of South Sumatra
Province did not comply with the circular. This was inﬂuen&ed by resources,
disposition and bureaucratic structure. For an effective implementation of work
system policy of the state civil apparatus in the new normal order in the regional
revenue agency of South Sumatra province, the enforce of high discipline, strict
check on health protocols and enforce strong sanctions are highly recommend.

Keywords: COVID-19, Implementation, New Normal Adaptation, Health
Protocol, South Sumatra Province.
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan sebuah rangkaian panjang dari banyak atau
sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang
berkepentingan sebagai keputusan yang berkaitan. Kebijakan publik dalam bentuk
Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik yang
memerlukan kebijakan publik penjelas atau orang yang sering diistilahkan sebagai
peraturan pelaksanaan. Menurut James Anderson (dalam Leo Agustino 2008:7)
mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang
mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau
suatu hal yang diperhatikan.

Dunia sedang digemparkan oleh Coronavirus Disease (Covid-19) sehingga
berdampak ke semua kegiatan yang mengharuskan semua orang untuk tetap di
rumah saja, akan tetapi disisi lain kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik
harus tetap berjalan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN
RB) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem
Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru (New Normal).
Surat Edaran tersebut disahkan dan ditandatangani pada 29 Mei 2020 oleh Menteri
PANRB Tjahjo Kumolo yang menandakan bahwasanya sistem kerja pada masa

tatanan normal baru beradaptasi secara fleksibel.



Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan mengumumkan
bahwa kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2
Maret 2020, dan pada bulan selanjutnya menyebar ke-34 Provinsi di Indonesia tak
terkecuali Provinsi Sumatera Selatan. Kasus Covid-19 di Sumatera Selatan semakin
meningkat setiap harinya dan termasuk dalam kasus konfirmasi Covid-19 tertinggi
di Indonesia. Berikut merupakan data peningkatan Covid-19 terhitung dari 8 Maret
2020 sampai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Nomor
800/149/BKD.1/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan
Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan :

Gambar 1 Jumlah konfirmasi positif dan konfirmasi baru di Provinsi
Sumatera Selatan

Jumlah Konfirmasi Positif Dan Konfirmasi Baru di Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal 8 Maret- 16 Juni 2020

Sumber: Website Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Menurut data yang diperoleh dari website Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (www. menpan.go.id):
“Sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) turut beradaptasi sesuai dengan regulasi
yang mengatur tentang tatanan normal baru bagi ASN. Penyesuaian sistem kerja
diperlukan untuk adaptasi selama pandemi masih terjadi. Selama tatanan normal
baru, ASN bekerja secara fleksibel, yakni pelaksanaan tugas di kantor (work from
office) dan bekerja dari rumah (work from home).

Tugas dan fungsi ASN dalam tatanan normal baru dilakukan dengan tetap

memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan bagi ASN dengan cara



menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Berdasarkan website
resmi humas sekretariat kabinet Republik Indonesia (www.setkab.go.id)
bahwasanya adaptasi terhadap tatanan normal baru di lingkungan, lembaga atau

daerah meliputi:

1. Penyesuaian sistem kerja
Penyesuaian sistem kerja dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam
pengaturan lokasi bekerja, yakni pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work
from office/WFO) dan atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (work from
home/WFH)

2. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM aparatur antara
lain penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK); pemantauan
dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja; dan PPK memastikan kedisiplinan
pegawai;

3. Dukungan Infrastruktur
Menyesuaikan dengan tatanan normal baru, PPK diminta untuk
mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam
pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja dan
memastikan  penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan
pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan
informasi dan keamanan siber.

Menimbang bahwa saat ini keadaan sudah dapat dikembalikan dan dikutip
dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo bahwa kita harus
segera berdamai dengan keadaan ini yang ditindak lanjuti dengan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor:HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan
pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri
dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi yang kemudian di
Sumatera Selatan dilanjutkan dengan turunnya pada Surat Edaran Gubernur
Nomor: 800/149/BKD.1/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam

Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.


http://www.setkab.go.id/

Salah satu dinas daerah yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan
adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan dinas daerah yang
khususnya mengemban tugas untuk mengelola sumber pendapatan daerah dalam
upaya pemerintah daerah untuk menghimpun dana dalam melaksanakan tugas-
tugas pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu untuk menunjang usaha-usaha
pembangunan di daerah, Provinsi Sumatera Selatan perlu mengadakan upaya-
upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi
daerah dapat dilakukan secara lebih intensif guna mencapai target pendapatan
daerah yang ditetapkan.

Pandemi Covid-19 berdampak pada perilaku atau sistem kerja ASN yang
ada di BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan menjadi berbeda. Sistem kerja yang
tadinya bisa dilakukan secara tatap muka kini berganti menjadi daring (online), apel
pagi yang tadinya ada kini ditiadakan, senam sehat yang dilakukan rutin setiap hari
Jumat pun ditiadakan. Berubahnya sistem kerja di BAPENDA tidak luput dari
pemberlakuan Work From Home (WFH). WFH dilakukan ketika Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Perlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) berlaku. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
HK.01.07/MENKES/328/2020 terdapat hal-hal yang harus dipatuhi saat kembali
bekerja pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di poin b vyaitu
“Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama
perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah”.

Sistem kerja ASN dalam masa normal baru kemudian diatur pula sesuai
Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/149/BKD.1/2020 tentang Sistem Kerja

Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah



Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan pada bulan Juni. Dikeluarkannya
kebijakan baru ditengah pandemi ini tentunya belum berjalan dengan baik dan
optimal karena harus adanya adaptasi yang diperlukan. Adaptasi seperti pegawai
yang harus menggunakan masker, harus melewati bilik disinfeksi, dan harus
melakukan pengecekan suhu tubuh wajib dilakukan oleh seluruh pegawai di
instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, salah termasuk badan

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Nomor:
800/149/BKD.1/2020 poin kedua tentang maksud dan tujuan yang tertera pada
huruf d yaitu bahwa tujuan dari surat edaran ini adalah untuk melindungi Kesehatan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari risiko penularan
Coronavirus Disease (Covid-19), BAPENDA Provinsi Sumsel harus beradaptasi
dan melakukan protokol kesehatan dengan benar. Hal-hal dasar yang menunjang
untuk mencapai hal tersebut seperti memakai masker dan pengecekan suhu pun
masih banyak yang enggan melakukannya. Ditinjau dari penyelenggaraan kegiatan
selain pelayanan publik (Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/149/BKD.1/2020
tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) disebutkan bahwa:

a) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, workshop, konsinyasi, pemantauan,
evaluasi dan kegiatan sejenis lainnya yang menyebabkan kerumunan
banyak orang dialihkan menjadi kegiatan pertemuan melalui media
telekonferensi

b) Penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri agar disesuaikan
dengan tingkat urgensi permasalahan dan dibuktikan dengan surat tugas dari
pejabat yang berwenang dengan waktu paling lama 5 (lima) hari dan
melampirkan hasil negatif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test atau Rapid Test

¢) Kegiatan rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat
dilaksanakan dengan telekonferensi dan kolaborasi secara daring.



Berdasarkan data yang menunjukkan Covid-19 di Provinsi Sumatera
Selatan semakin meningkat maka dikeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor:
800/149/BKD.1/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan
Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar ASN tetap
produktif dan tidak terpapar Covid-19 serta bekerja dengan mematuhi protokol
Kesehatan. Setelah dikeluarkannya surat edaran ini, masih terdapat beberapa
kegiatan yang dilakukan BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan belum beradaptasi
secara maksimal. Dikutip dari mediasumatera.id yang terbit pada tanggal 14
Oktober 2020 bahwa BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan masih melakukan
sosialisasi pemutihan di pusat keramaian.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa BAPENDA Provinsi
Sumatera Selatan belum sepenuhnya menerapkan kebijakan sistem kerja ASN
dalam tatanan normal baru, karena itu perlu untuk dilakukan penelitian tentang
Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan
Normal Baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan harapan penelitian ini
dapat menjadi studi bersama dan juga sebagai evaluasi bagi instansi terkait agar

implementasi dari kebijakan ini dapat menjadi lebih baik kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka dapat dirumuskan
permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan sistem kerja aparatur sipil negara dalam

tatanan normal baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?



1.3 Tujuan Penulisan
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan sistem kerja aparatur sipil negara dalam

tatanan normal baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penulisan

141 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat bagi akademisi
administrasi publik untuk referensi dalam penelitian maupun pembelajaran,
khususnya yang berkaitan dengan sistem kerja aparatur sipil negara dimasa normal

baru.

1.42 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan mengenai
sistem kerja ASN pada masa normal baru dan dimasa yang akan datang, penelitian
ini dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait, sebagai referensi untuk

permasalahan terkait.
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